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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

2.1 Sejarah BerdirinyaDinas Pendapatan Kabupaten Rokon Hilir 

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten lama di Provinsi 

Riau dari hasil yangsesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun 1995,dengan 

demikian dalam rangka kelancaran otonomi daerah kewenangan daerah yang lebih 

mengutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, yang memiliki potensi baik itu 

potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dilihat dari variabel 

lingkungan yang menunjuk kepada lingkungan natural kabupaten rokan hilir 

memiliki luas 8.574,17 km2 dan awal terdiri dari 11 kecamatan yaitu: 

1) Kecamatan Bangko Pusako 

2) Kecamatan Bagan Punak 

3) Kecamatan Tanah Merah 

4) KecamataTanah putih  

5) Kecamatan Pahlawan  

6) Kecamatan sedinginan kecamatan Ujung Tajung  

7) Kecamatan Sedinginan 

8) Kecamatan Bagan Batu 

9) Kecamatan Kubu 

10) Kecamatan Teluk Pulau 

11) Kecamatan Pasir / Penipahan  
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2.2 Visi, Misi, Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk menuju masa depan 

yang telah dirumuskan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RJPJP) 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam tenggang waktu 14 tahun dari sekarang 

hingga pada tahun 2025. Sebagai landasan perumusan perancanaan, pelaksanaan 

pembangunan jangka menengah Kabupaten rokan Hilir pada tahun 2011-2016. 

Perencanaan pembangunan lima tahun yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten 

Rokan Hilir penekanan utama nya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM), setelah itu diikuti dengan kesejahteraan dan mampu bersaing 

dengan daerah dan negara lainnya. 

Peningkatan SDM ini bertujuan untuk pembanguna kemampuan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.Selain itu, peningkatan SDM juga 

bertujuan untuk penguasaan dan penguatan daya saing Kabupaten Rokan Hilir 

disegala bidang.seperti persaigan perekonomian, pelayanan, administrasi dan 

investasi.Oleh karena nya peningkatan SDM yang dimaksud adalah setiap 

organisasi perangkat daerah dan aparatur pemerintah dapat memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas dan menyediakan pelayanan publik yang 

handal dalam berbagai bentuk seperti; pelayanan publik yang lebih murah, cepat, 

transparan, akuntabel.Pelayanan ini ditandai dengan dipenuhinnya standar 

pelayana miniman pada semua jajaran pemerintah dan adanya peningkatan 

berbagai indikator pembanguanan. 
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2.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Rokan Hilir  

Dinas Pendapatan Rokan Hilir sesuai dengan TUPOKSI nya 

diharapakan dapat memberikan peran yang nyata dalam penyelenggaraan 

pemerintah khususnya dalam mengatur tentang penerimaan pendapatan 

daerah yang merupakan mandat tugas, wewenang dan tanngung jawab 

penyelenggaraan otonomi daerah,desentralisasi dan perbantuan dibidang 

Penerimaan Pendapatan Daerah. 

Oleh karena nya, seluruh jajaran dan unit di Dinas Pendapatan 

Kabupaten Rokan hilir dapat eksis, antisiatif, proaktif dan inivatif dalam 

menjalankan TUPOKSI dan siap menghadapi setiap perubahan yang terjadi, 

maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan menyusun visi-visi sebagai 

berikut: 

Terwujudnya institusi modern (maju) dalam pengelolaan dan 

peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta penggalian sumber-sumber 

pendapatan daerah yang berwawasan lingkungan pada tahun 2016 

Penjelasan tentang visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Rokan Hilir sebagai berikut; 

A. Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir adalah organisasi perangkat 

daerah yang keberadaan nya berdasarkan PERDA NO 12 TAHUN 

2007,BAB XII pasal 53-57 yang mempunyai TUPOKSI sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, baik pada peraturan yang berasal dari 

pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah pusat, propinsi dan 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. 
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B. Modern (maju) adalah melakukan pekerjaan yang benar-benar sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi TUPOKSI dengan penguasaan 

teknologi administrasi akuntansi teknologi informasi, adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengelolaan maksudnya adalah kegiatan yang menggunakan 

prinsip-prinsip administrasi dan melaksanakan fungsi-fungsi 

manejemen baik dalam penerimaan maupun melaksanakan 

keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk 

dapat menghindari penyimpangan dan pemborosan dalam 

penggunaan dana yang ada. Dengan prisip good governance dan 

memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan prinsip;tertib, 

cepat, singkat, mudah, murah atau dapat dijangkau. 

2. Administrasi keuangan maksudnya adalah menyesuaikan 

pengelolaan keungan dengan prinsip administrasi yang benar hal 

ini untuk menghindari adanya kesalahan pengelolaan keuangan. 

Untuk itu prinsip manajemen keuangan sebagai langkah awal 

mengatur dan menggunaakan keuangan, mulai dari proses 

perencanaan dan sampai pada evaluasi keuangan. 

3. Administrasi keuangan dan manajemen keuangan pada masa ini 

telah terjadi perubahan yaitu dengan menggunakan teknologi 

informasi. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi ilmu 

pengetahuan dan sistem pengelolaan keuangan moderen. Sistem 
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bertujuan untuk menyesuaikan perkembangan keperluan 

masyarakat yang semakin cepat, singkat dan ringkas. 

4. Untukmencapai tujuan organisasi bukan hanya ditentukan oleh 

tersedinya dan penggunaan teknologi saja tetapi kemajuan itu 

juga ditentukan oleh operatur yang menggunakan kegiatan di 

organisasi tersebut. 

5. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menggunakan sistem 

kerja yang berbasis teknologi informasi, maka pendidikan, latihan 

dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan TUPOKSI yang 

menjadi tanggung jawab. 

6. Berwawasan lingkungan maksudnya adalah dalam menggali 

sumber pendapatan daerah adalah yang berasl dari kekayaan 

sumber daya alam yang tersedia di alam bumi Kabupaten Rokan 

Hilir bukan hanya sekedar peningkatan saja, tetapi yang lebih 

utama dalam penggalian sumber-sumber yang berpotensi menjadi 

pendapatan daerah dapat mempertahankan keadaan lingkungan 

baik fisik (alam) maupun non fisik (sosial, budaya, adat dan 

tradisi) yang berlaku dimasyarakat. 

2.2.2 Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan hilir 

Misi merupakan penjabaran dari visi yang di tetapakn sebelumya.Misi 

adalah pernyataan yang nyata dan empirik, yaitu langkah- langkah kegiatan 

yang nyata dalam upaya pelaksanaan TUPOKSI untuk mencapai visi 

organisasi(Dinas Pendapatan Rokan Hilir). 
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Sesuai dengan visi Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir yaitu 

“Terwujudnya Institusi Moderen (Maju) dalam Penggelolaan dan 

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah serta penggalian sumber-sumber 

Pendapatan Daerah yang berwawasan lingkungan pada tahun 2016’’ maka 

dirumuskan dan disusun langkah-langkah misi sebagai berikut;  

a. Melakukan peningkatan (intentifikasi) pegembangan (ekstentifikasi) dan 

pembaharuan (eksploitasi) panggilan  

b. sumber-sumber penerimaan atau pendapatan-pendapatan daerah. 

c. Melakuakn peningkatan perumusan dan penyusunan rencana kerja 

penggalian potensi penerimaan yang sah dan penerimaan pendapatan 

daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2.3 Struktur Organisasi 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Dispenda Rokan Hilir 
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Sumber: Kantor Dispenda Rokan Hilir, 2017 


